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Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara 
seseorang dengan orang lain. Contohnya hukum Islam yang termasuk  upah-
mengupah. Di era global saat ini, banyak praktik pengupahan yang diterapkan 
oleh pengusaha terhadap karyawannya sering membuat ketidakpuasan karyawan 
tersebut atas balas jasa dari pengusaha. Kebanyakan pengusaha menentukan upah 
karyawannya dengan menentukan  jumlah gaji perbulannya di saat akad perjanjian 
awal bekerja. Akan tetapi di rumah makan tidak ditentukan berapa besar gaji yang 
akan diterima oleh karyawan tersebut. Setiap bulannya karyawan tidak menentu 
mendapatkan hasil gaji yang tetap. Sedangkan menurut Hukum Islam menetapkan 
upah seseorang harus ditentukan di awal akad, namun yang terjadi di lapangan 
karyawan hanya diberitahukan Sistem gaji yang diperoleh selama sebulan 
menggunakan akad Bagi Hasil. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; 1) 
Bagaimana Praktik pengupahan dalam bentuk sistem bagi hasil dan pemberian 
fasilitas kepada karyawan di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I 
Sukabumi, Bandar lampung?, 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap 
pengupahan dalam bentuk sistem bagi hasil dan pemberian fasilitas kepada 
karyawan di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, 
Bandar lampung? Tujuan Penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui bagaimana 
Praktik pengupahan dalam bentuk sistem bagi hasil dan pemberian fasilitas 
kepada karyawan di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I 
Sukabumi, Bandar lampung, 2)Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap 
pengupahan dalam bentuk sistem bagi hasil dan pemberian fasilitas kepada 
karyawan di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, 
Bandar lampung.  Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field reaarch) yang 
bersifat deskriftif analisis. Sumber  data yang dikumpulkan adalah data primer 
yang diambil dari sejumlah responden  yang terdiri dari pihak karyawan dan 
pemilik rumah makan. Sedangkan data skunder dapat dilakukan melalui 
kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan 
bantuan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat di kemukakan bahwa, Tinjauan Hukum Islam 
tentang pegupahan dengan sistem bagi hasil ini jika dilihat dari segi objeknya, 
upah mengupah ini termasuk upah mengupah yang sah, karena terpenuhinya 
rukun upah mengupah. Namun dalam pelaksanaan pengupahan berdasarkan hasil 
yang penelitian lakukan masih ada kesenjangan teori  hukum Islam. Yang mana 
praktik pengupahan terhadap karyawan belum memenuhi syarat ijarah seperti 
akad yang masih dilakukan dalam bentuk lisan dan upah yang diterima karyawan 
belum jelas dan dapat merugikan salah satu pihak.Sedangkan Menurut peneliti hal 
tersebut tidak boleh, karena merugikan karyawan yang bekerja. Dalam Hukum 
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A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas 
dan memudahkan dalam memahami sekripsi ini, maka perlu adanya uraian  
terhadap  penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait 
dengan tujuan sekripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidakk 
akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa 
istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses 
penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun 
skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Dengan 
Sistem Bagi Hasil (Studi Kasus Rumah Makan Padang Dua Saudara 
Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung)”  Untuk itu perlu diuraikan 
pengertian dan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut : 
Hukum Islam adalah merupakan tuntunan, tata aturan yang harus 
ditaati dan diikuti oleh manusia perwujudan pengamalan al-Qur’an dan 
As-sunnah serta Ijma sahabat.
1
 Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik 
pada hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yakni 
fiqih Muamalah. 
Upah adalah penukaran, atau imbalan dari manfaat atau menjual 
tenaga dengan imbalan mendapat penggantinya.
2
 
                                                             
1
 Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung:Pustaka Setia,2009), h. 51. 
2
 Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005), h. 115. 
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Sistem Bagi Hasil (mudharabah) adalah perangkat metode yang 
secara teratur saling berkaitan dari perjanjian kerja sama antara dua orang 
atau antara pemilik modal dengan yang menjalankan kegiatan usaha 
ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam 
usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak 
sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian dan begitu pula bila 
mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-
masing. 
Berdasarkan uraian diatas, maka maksud judul sekripsi ini adalah 
mengkaji tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengupahan 
dengan sistem bagi hasil di Rumah Makan Padang Dua Saudara 
Sukabumi, Bandar Lampung. 
B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif 
a. Pelaksanaan upah bagi Rumah Makan Padang Dua Saudara 
Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung diduga terdapat 
ketidak jelasan dalam pengupahan dalam bentuk Bagi Hasil. 
Pelaksanaan upah ini dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak 
dan menguntungkan pihak lain. 
2. Alasan Subjektif 




a. Dalam penulisan sekripsi ini, penulis didukung oleh data yang 
akurat yang terdapat di perpustakaan maupun yang diperoleh 
dilapangan sebagai bahan rujukan yang berhubungan dengan topik 
penelitian yang cukup banyak, hingga diperkirakan dalam 
penyusunan sekripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
b. Ketersediaan data atau informasi yang penulis butuhkan terkait 
judul yang akan diteliti, baik data primer maupun sekunder 
memiliki kemudahan akses dan letak objek penelitian yang mudah 
dijangkau. 
c. Pembahasan ini sangat relavan dengan disiplin ilmu yang penulis 
pelajari di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 
Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). 
C. Latar Belakang Masalah 
Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah Swt untuk 
mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan, untuk 
mendapatkan alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik 
diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem 
kerja sama pengupahan.
3
 Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerja sama 
saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam rangka 
meningkatkan kualitas bekerja. 
Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerjasama antar 
manusia dan satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang 
                                                             
3
 Ibid., h.2. 
4 
 
disebut sebagai pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau 
lahan pekerjaan yang disebut Bos, untuk melaksanakan satu kegiatan 
produksi dengan ketentuan pihak pekerja mendapat kompensasi berupa 
upah. Kerja sama ini dalam literatur fiqih disebut dengan akad al-a’mal, 
yaitu sewa menyewa jasa manusia.
4
 
Pengertian upah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah uang dan 
sebagainya, yang dibayarkan sebagai balasan jasa atau sebagai 
pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu 
seperti gaji.
5
 Upah dalam Islam dikenal dengan istilah ujroh. Secara 
etimologi kata al-ijarah berasal dari kata al-ajru’ yang bearti al-‘iwad 
yang dalam Bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.
6
 
Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang diupah  adalah amanah 
yang menjadi tanggung jawabnya. Ia wajib menunaikannya dengan 
sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk 
orang yang bekerja adalah utang yang menjadi tanggungan yang 
mempekerjakannya, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.
7
 
Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat 
imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak rugi. Sehingga 
terciptalah keadilan di antara mereka. Dalam Q.S Al-Baqarah:233 
تَ ر ِضُعواَْأنْ ْأََرد ُتْ َْوِإنْ  ُتمْ ِْإَذاَْعَلي ُكمْ ُْجَناحََْْفَلَْْأو ََلدَُكمْ َْتس  ۗ  ْبِال َمع ُروفِْْآتَ ي ُتمْ َْماَْسلَّم   
                                                             
4
 Rahmad Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka setia, 2001), h.215. 
5
 Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 
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َبِصيْرْتَ ع َمُلونَِْْبَاَْهللاَْأنََّْْواع َلُمواْهللاََْوات َُّقواْ  
 
Artinya: “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain. 
Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran manurut yang patut,bertaqwalah kamu kepada Allah 
dan ketahuilah Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. 
Al-Baqarah:233). 
Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada 
pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai 
dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar 
bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia 
menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan 
upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai 
maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang 
dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu 
pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.
8
 
Syarat-syarat upah sudah ditentukan sedemikian rupa sehingga 
upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik Bos maupun 
buruh (karyawan), supaya tercipta kesejahteraan dan tidak ada 
kesenjangan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini 
karena sistem pengupahan karyawan harus sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya 
sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan 
norma-norma tersebut sehingga muncul permasalahan yang berawal dari 
ketidakadilan bagi para karyawan terhadap upah yang diterimanya. 
                                                             
8
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Apabila syarat upah mengupah telah terpenuhi, maka akad upah mengupah 
dianggap sah menurut syara’. Sebaliknya syarat-syarat tersebut tidak 
terpenuhi, maka upah mengupah dianggap batal. 
Upah merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana 
memahami dan mewujudkan karakter sosial. Karena sebagaimana telah 
dijelaskan upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang 
berhubungan dengan uang. Melainkan merupakan persoalan yang lebih 
berkaitan dengan penghargaan manusia dengan sesamanya. Tentang 
penghargaan berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai 
kehadiran orang lain dalam kehidupan.
9
 
Praktik pengupahan yang terjadi di rumah makan ini yaitu dengan 
sistem Bagi Hasil yang diterapkan diberbagai rumah makan yang 
dilakukan oleh pemilik rumah Makan kepada pegawainya yang salah 
satunya dilakukan di Rumah Makan Padang Dua Saudara Sukabumi 
Bandar Lampung, dengan pihak penyedia jasa tenaga yang disebut pekerja 
(karyawan), dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerja 
yang di sebut Bos (pemilik rumah makan padang Dua Saudara). Tugas 
karyawan ini salah satunya yaitu bertanggung jawab atas pekerjaannya 
melayani pembeli, membersihkan rumah makan, dan menjaga rumah 
makan tetap bersih dan rapi (enak di pandang), akan di upah sebagai 
balasannya. 
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Pelaksanaan pembayaran upah karyawan di rumah makan Padang 
Dua Saudara ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, 
pemilik rumah makan tidak memberitahukan berapa besar gaji yang akan 
didapatkan oleh karyawan setiap bulannya, pemilik (Bos) rumah makan ini 
hanya memberikan atau memberitahukan sistem gajinya saja yaitu dengan 
Sistem Bagi Hasil, kebanyakan pengusaha menentukan upah karyawannya 
dengan menentukan jumlah gaji perbulannya disaat akad perjanjian di 
awal bekerja. Akan tetapi di rumah makan ini tidak ditentukan berapa 
besar gaji yang akan diterima oleh karyawan tersebut. Setiap bulannya 
karyawan tidak menentu mendapatkan hasil yang tetap. Sedangkan 
menurut hukum Islam menetapkan upah seseorang harus ditentukan di 
awal akad, namun yang terjadi dilapangan karyawan hanya diberitahukan 
sistem gaji yang diperoleh selama sebulan menggunakan akad bagi hasil. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka 
sangat penting untuk diteliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut 
dengan pemahaman lebih jelas mengenai upah bagi karyawan dalam 
bentuk bagi hasil yang diduga dapat merugikan salah satu pihak, dan 
tinjauan hukum Islam terhadap upah dalam bentuk bagi hasil. Berdasarkan 
uraian diatas maka akan dikaji lebih dalam dengan judul “Tinjauan Hukum 
Islam Tentang Pengupahan Dengan Sistem Bagi Hasil (Studi Kasus di 





D. Fokus Penelitian 
Dari berbagai permasalahan yang ada penelitian mengfokuskan 
permasalahan yang akan diteliti yaitu pada permasalahan tentang Praktik 
pengupahan dalam bentuk sistem bagi hasil dan pemberian fasilitas kepada 
karyawan di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I 
Sukabumi, Bandar lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam 
terhadap pengupahan dalam bentuk sistem bagi hasil dan pemberian 
fasilitas kepada karyawan di Rumah Makan Padang Dua Saudara 
Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung. 
E. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Praktik pengupahan dalam bentuk sistem bagi hasil dan 
pemberian fasilitas kepada karyawan di Rumah Makan Padang Dua 
Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar lampung ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan dalam bentuk 
sistem bagi hasil dan pemberian fasilitas kepada karyawan di Rumah 








F. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui sistem upah bagi karyawan dalam bentuk bagi 
hasil di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I  
Sukabumi, Bandar Lampung. 
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem upah bagi 
karyawan dalam bentuk bagi hasil di Rumah Makan Padang Dua 
c.  Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung. 
G. Signifikasi Penelitian 
a. Secara Teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu 
pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi 
penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada 
masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik 
pengupahan karyawan dalam bentuk sistem bagi hasil menurut 
Islam. 
b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 
tugas akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada 
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan 
(Field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam 
kehidupan yang sebenarnya. Mengingat penelitian ini adalah jenis 
penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan 
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pengelolaan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi 
penelitian). Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti 
tentang pengupahan dengan sistem bagi hasil di Rumah Makan Padang 
Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung. 
2. Sifat Penelitian 
Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. 
Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan 
menginterpretasikan kondisi yang saat ini terjadi atau ada. Dalam 
penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pengupahan 
dengan sistem bagi hasil yang di lakukan di Rumah Makan Padang 
Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung. 
3. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
responden atau objek yang diteliti. Data primer yang didapat pada 
penelitian ini  adalah dengan mewawancarai karyawan dan pemilik 
Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, 
Bandar Lampung. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data penunjang dalam melakukan 
analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data 
pendukung dari literatur-literatur tertulis seperti, buku-buku, 
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arrtikel, jurnal, karya ilmiah yang serupa serta bahan lainnya yang 
berkaitan dengan penelitian yang dikaji.  
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan subjek peneliitian. Adapun yang 
menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini adalah karyawan 
Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, 
Bandar Lampung Berjumlah 9 orang dan 1 Pemilik Rumah Makan 




b. Sampel  
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 
Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya 
akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya 
sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan 
sederhana. 
 Menurut  suharismi Arikunto berpendapat bahwa sekedar 
perkiraan maka apabila subjek kurang dari seratus, lebih baik 
diambil semua sehingga penelitian termasuk penelitian populasi.
11
  
Sampel disini saya mengambil dari keseluruhan populasi yaitu 10 
orang di antaranya 1 pemilik rumah makan dan 9 karyawan. 
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5. Teknik  Pengumpulan Data 
Dalam urusan menghimpun data untuk penelitian ini digunakan 
beberapa metode, yaitu:  
a. Observasi 
Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk 
mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.
12
 Dalam hal 
ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap upah yang diterima 
oleh karyawan pada setiap bulannya. 
b. Wawancara (Interview) 
Metode wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan  data 
yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-
keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka 
dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. 
Intervew dilakukan dengan pihak karyawan dan pemilik Rumah 
makan terkait pembayaran upah dengan sistem Bagi Hasil yang 
terjadi di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I 
Sukabumi, Bandar Lampung. 
6. Metode pengolahan data  
a. Tahap Pemeriksaan data 
Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau 
pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan 
data yang sudah masuk terkumpul itu tidak logis dan meragukan. 





Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang 
terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, 
sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki. 
b. Tahap Sistematika data  
Bertujuan menetapkan data menurut kerangka sistematika 
bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan 
pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda 
menurut kategori-kategori dan urutan masalah. 
7. Metode Analisis Data 
Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus di 
tempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan 
menentukan, pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan 
sedemikian rupa sampai berhasil mencapai kesimpulan yang nantinya 




Metode analisis data ini, menggunakan metode deskriptif 
analisis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, 
menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. 
Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai 
penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang 
diteliti yaitu menggambarkan tentang praktik pembayaran upah 
dengan sistem bagi hasil yakni antara pemilik rumah makan dan 
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pengelola Rumah Makan Padang Dua Saudara (karyawan) ditinjau 
dari hukum Islam. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode diskriptif analisis, yakni sebuah metode 
analisis yang mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu 







A. Hukum Islam Tentang Ijarah 
1. Pengertian Ijarah 
Upah dalam hukum Islam dikategorikan dalam konsep ijarah. 
Sedangkan ijarah sendiri lebih cenderung membahas masalah sewa-
menyewa atau upah mengupah. Oleh karena itu, untuk menemukan 
pembahasan terkait upah dalam Islam relatif sedikit. 
Upah menurut bahasa Arab disebut “al-ujrah” berarti “al-




Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada 
seseorang yang telah di perintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan 




Adapun definisi ijarah yang dikemukan oleh para ulama fiqih 
yaitu: 
a. Ulama Hanafiyah 
َنافِ 
َ
ضٍ وَ ِبعِ  عِ َعْقٌد َعَلى اْل  
Artinya: “Akad atas kemanfaatan dengan pengganti.”
3
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 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 13, (Bandung: PT. Alma‟arif, 1987), h.15. 
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b. Ulama Asy-Syafi‟iyah 
َفَعٍة مَ  ٍض وَ عِ بِ  بَاَحةِ ِل َوْالِ َحٍة قَابَِلٍة لِْلَبذْ ْقُصْو َدٍة َمْعُلْو َمٍة ُمَباَعْقٌد َعَلى َمن ْ
  ٍم.َمْعُلوْ 
Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung 
maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau 
kebolehan dengan pengganti tertentu.”
4
 
c. Ulama Malikiyah  
فَ  َعاُقِدَعَلى َمن ْ َنْ ُقْواَلنِ َتْسِمَيُة الت َّ
َعِة االََد ِميَّ َوبَ ْعِض اْل  
Artinya: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang 




Nurimansyah Haribun mendeskripsikan bahwa upah adalah segala 
macam dalam bentuk penghasilan berupa uang ataupun barang pada 
suatu kegiatan ekonomi yang diperoleh buruh pekerja atas 




Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis yang dikutip Idris 
bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah pengambilan manfaat 
sesuatu benda tanpa mengurangi kadar nilai dan wujud bendanya dan 
yang berpindah hanyalah manfaat dari suatu benda yang di sewakan 





Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan 
sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau 
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Dari beberapa penjelasan upah diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa upah ialah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam 
bentuk uang sebagai imbalan dari pekerjaan yang sudah dilakukannya 
yang ditetapkan dan dibayarkan menurut kesepakatan bersama. 
2. Dasar Hukum Ijarah 
Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan 
untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh.
9
 Adapun dasar 
hukum yang disyari‟atkannya upah mengupah (ijarah) dalam Islam 
yaitu: 
a. al-Qur‟an Surat Ath-Thalaq :66 :6 
 فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ  
Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, 
maka berikanlah mereka upahnya.” 
10
 
Ayat diatas menjelaskan tentang apabila seseorang telah 
memberikan jasa seperti menyusukan anakmu maka segerakanlah 
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Allah berfirman: Dalam  Qs. An-Nahl Ayat:16 :97. 
   ۖ َمْن َعِمَل َصاِِلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثٰى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّو َحَياًة طَيَِّبًة 
 َولََنْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرُىْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 
Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebijakkan, baik laki-
laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti 
akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan 
Kami beri balasan dengan pahala  yang lebih baik dari apa yang 




Selanjutnya dari QS. Al-Qashash :28 : 26-27. 
َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْْلَِميُ  ۖ   ِإنَّ َخي ْ  قَاَلْت ِإْحَداُُهَا يَا أََبِت اْسَتْأِجْرُه 
 قاَل ِإِّنِّ أُرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابْ َنََتَّ َىاتَ ْيِ َعَلٰى َأْن تَْأُجَرِّن ََثَاِّنَ ِحَجٍج 
ۖ   َوَما أُرِيُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك  ۖ   فَِإْن أَْْتَْمَت َعْشرًا َفِمْن ِعْنِدَك   
اِلِِيَ  ۖ   َسَتِجُدِّن ِإْن َشاَء اِهللا ِمَن الصَّ  
Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, 
“Wahai ayahku! Jadikanlah dia  sebagai pekerja (pada kita), 
Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil 
sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan  dapat 
dipercaya.”  
 
“Dia (Syeikh Madyan), berkata, “Sesungguhnya, aku bermaksud 
ingin  menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak 
perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja 
padaku selama delapan tahu Dan jika engkau sempurnakan  
sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan 
akutidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang anak yang meminta 
ayahnya agar mengangkat Musa seabagai pekerja, untuk 
mempekerjakannya yang dapat dipercaya lalu membayarkan upahnya 
yang telah disepakati di awal akad. 
b. Al-Hadist 
فَّ َعَرقُُو. )رواىعبدالرزاق عن أىب ىريرة(13 رََاْجرَ ُه قَ ْبَل اَْن َيَِ  اُْعُطواْاَْلِجي ْ
Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. 
(HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar). 
Hadist diatas menjelaskan bahwa segerakanlah melunasi hak 
seorang yang sudah bekerja setelah selesai pekerjaannya.  
c. Ijma‟ 
Umat Islam pada masa sahabat telah berijma‟ bahwa ijarah 
dibolehkan sebab bermanfaat bagi umat manusia.
14
 
3. Rukun dan Syarat Ijarah (Upah) 
Menurut ulama Hanafiyah, rukun  ijarah adalah ijab dan qabul, 
antara lain dengan menggunakan kalimat: al-ijarah, al-isti‟ar, al-
iktira‟, dan al-ikra. 
 Adapun menurut Jumhur ulama, rukun ijarah ada 4 yaitu: 
1) ‟Aqid ( orang yang berakad). 
2) Shighat Akad. 
3) Ujrah ( upah ). 
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4)  Manfaaat.15 
a. Rukun ijarah :  
1)   Aqid (orang yang berakad) 
  Orang yang melakukan akad sewa-menyewa yaitu Mu‟jir 
dan Musta‟jir. Mu‟jir seseorang yang memberikan upah atau 
yang menyewakan. Sedangkan Musta‟jir seseorang yang 
menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang 
menyewakan sesuatu. 
  Seseorang yang sudah berakad ijarah disyaratkan untuk 
mengambil suatu manfaat barang yang akan dijadikan sebuah 
akad sehingga nantinya dapat mencegah terjadinya suatu 
perselisihan. Dan untuk kedua belah pihak yang sudah 
melakukan akad disyariatkan berkemampuan yaitu, kedua-
duannya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang 
yang berakad itu gila atau anak kecil belum baligh dan belum 
dapat membedakan maka akad menjadi tidak sah.
16
 
2)  Sighat akad ( ijab qabul ) 
 Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad 
(sighatul „aqd), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hikim 
perjanjian Islam ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) 
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 Dalam hukum perikatan Islam ijab diartikan dengan suatu 
pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
18
Sedangkan qabul 
adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang 
berakad pula (musta‟jir) untuk menerima kehendak dari pihak 
pertama, yaitu setelah adanya ijab.
19
 Sedangkan syarat-
syaratnya sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli, hanya 




 Apabila ijab dan qabul telah memenuhi persyaratannya, 
terwujudlah perizinan timbal balik yang direpresentasikan oleh 




3) Ujrah (Upah) 
  Berdasarkan penentuan upah kerja, syariat Islam tidak 
memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam 
Al-Qur‟an maupun sunnah Rasul. 
  Ujrah (Upah) dapat digolongkan menjadi 2 yaitu: 
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a) Upah yang telah disebutkan (ajr-musamma), yaitu upah 
yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya 
adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya 
kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak). 
b) Upah yang sepadan (ajr al-mitsli) adalah upah yang 
sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi 
pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut 




 Selain itu upah yang diberikan berupa harta yang 
secara syar‟i bernilai dan upah hendaknya diketahui 
jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa 
menyewa maupun dalam upah mengupah.
23
 pemberian 
upah atau imbalan dalam ujrah mestinya berupa sesuatu 
yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa yang tidak 
bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. 
4) Manfaat  
 Untuk mengetahui ma‟qud alaih (barang yang 
diakadkan) yakni dengan cara menjelaskan manfaatnya 
terlebih dahulu, dengan menjelaskan pembatasan waktu, atau 
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menjelaskan jenis pekerjaan yang dimaksud, jika ijarah atas 
pekerjaan atau jasa seseorang.
24
  
b. Syarat ijarah sebagai berikut: 
Mengenai syarat-syarat ijarah (Upah), Taqiyyudin an-Nabhani 
memberikan kriteria sebagai berikut: 
1) upah hendaklah jelas dengan bukti dan cari yang bisa 
menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk 
upah. 
2) Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan 
waktu yang telah ditentukan dalam akad. 
3) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang, 
barang atau jasa). 
4) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Sesuai di sini 
adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan 
tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang 
telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan 
banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan berharga 
maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang. 
5) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, 
artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, 
rampasan, penipuan atau sejenisnya. 
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6) Barang pengganti upah yang diberikan cacat, misalnya barang 
pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh 
diberikan yang sudah basi atauberbau kurang sedap.
25
 
4.   Macam-macam Ijarah 
Dari segi objeknya, akad al-ijarah dibagi menjadi dua macam, 
yaitu: 
a. Ijarah yang bersifat manfaat 
 Umpamaannya seperti  sewa-menyewa rumah, toko, 
kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan 
manfaat yang dibolehkan  syara‟ untuk dipergunakan, maka para 
ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-
menyewanya. 
b. Ijarah yang bersifat pekerjaan  
  Ialah dengan cara memperkerjakan  seseorang untuk 
melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini dibolehkan asalkan 
yang dikerjakan jelas pekerjaanya, seperti tukang jahit, buruh 
pabrik, dan tukang sepatu. Ijarah seperti ini ada yang bersifat 
pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji seorang pembantu 
rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seorang atau 
sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang 
banyak, seperti tukang las, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua 
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5.  Sistem Penetapan Ijarah 
Kita telah mengetahui bahwa jumlah upah boleh diterapkan 
dengan perundingan, boleh bergantung kepada persetujuan kolektif, 
boleh diperlakukan berdasarkan kebiasaan atau praktik perusahaan, 
atau ditetapkan menurut kombinasi dari cara-cara tersebut. Secara luar 
biasa dalam keadaan tidak ada persetujuan, ada kewajiban untuk 
membayar upah dengan jumlah yang pantas.
27
 
Adanya perbedaan tingkat pekerjaan karena setiap individu 
mempunyai kemampuan maupun bakat yang berbeda yang 
mengakibatkan penghasilan dan hasil material  yang berbeda pula 
setiap individunya. 
Islam pun mempunyai ketentuan yang masih bisa dijadikan 
pedoman dalam penetapan upah karyawan. Adapun acuan dalam 
ketentuan Islam adalah sebagai berikut: 
1) Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil. 
2) Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi 
berdasarkan apa yang dikerjakannya. 
3) Dari sisi waktu, semakin cepat semakin baik. 
4) Dari sisi keadilan, pekerja yang sama dengan hasil yang sama, 
seharusnya dibayar yang sama pula (proporsional). 
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5) Dalam memberikan upah, besaran minimum pekerjaan tersebut 




6. Berakhirnya Akad Ijarah 
Suatu  akad  yang berakhir yaitu: 
a. Objek atau bendanya hilang atau musnah  seperti kontrakan atau 
rumah terbakar ataupun sepatu yang dititipkan hilang. 
b. Habis tenggang waktu yang disepakati, seperti  kontrakan (rumah) 
apabila kontrakan ini sudah habis waktunya maka kontrakan ini di 
kembalikan ke pemilik aslinya, seperti kesepakatan di awal akad 
yang sudah di sepakati bersama antara kedua belah pihak. 
Kedua penjelasan diatas disepakati oleh ulama.
29
 
Menurut Mazab Hanafi, akad ini berakhir apabila salah 
seorang itu meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat 
diwariskan. Berbeda dengan Jumhur ulama, akad tidak berakhir 
(batal) karena manfaat dapat diwariskan. Dan sedangkan Menurut 
Mazhab Hanafi, apabila ada udzur seperti rumah disita, maka akad 
berakhir. Sedangkan Jumhur ulama melihat, bahwa udzur yang 
membatalkan ijarah itu apabila objeknya atau barangnya 
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B. Hukum Islam Tentang Mudharabah 
1. Pengertian  Mudharabah 
Mudharabah arti asalnya “berjalan diatas bumi untuk berniaga” 
atau yang disebut dengan qiradh yang arti asalnya saling mengutang 
atau saling meminjamkan. Mudharabah mengandung arti “kerja sama 
dua belah pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada 
pihak lain untuk diperdagangkan atau dikerjakan, sedangkan 
keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan”.  
Mudharabah berasal dari kata ad-dharb yaitu bepergian untuk 
urusan dagang.
31
 Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur‟an surat 
Al-Muzamil: 20 yaitu: 
  ۖ   َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِف اْْلَْرِض يَ ْبتَ ُغوَن ِمْن َفْضِل اِهللا 




Kata Mudharabah berasal dari kata dharabah pada kalimat Al-dharab, 
yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut  bahasa kata 
Abdurrahman Al Jaziri, Mudharabah bearti ungkapan terhadap 
pemberian harta seseorang kepada orang  lain sebagai modal usaha 
yang keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak itu yang 
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Ad-qardhu disebut juga qiradh yang berasal dari kata al-qardhu 
yang artinya al-qath‟u (potongan) karena pemilik memotong sebagian 
hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian 




Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak 
atau lebih di mana pihak pertama shahibul mal yang menyediakan 
seluruh kebutuhan modal, sedangkan  nasabah sebagai pengelola 
(mudarib) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini 
nasabah sebagai pengelola menyediakan keahliannya. 
Menurut istilah, Mudharabah atau qirdh dikemukakan oleh para 
ulama yaitu mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling 
bertanggung jawab, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada 
pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah disepakati 
dari keuntungan, seperti setengahnya atau sepertiga dengan syarat-
syarat yang telah ditentukan. Adapun para Fuqaha ini berbeda 
pendapat sebagai beriku: 
a. Menurut Hanafiyah, Mudharabah ialah memandang tujuan dua 
pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan(laba), 
karena harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain 
punya jasa yang ,mengelola harta itu. 
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ُر َكِة ِفْ الرَّ ْبِح ِبَاٍل ِمْن َاَحِدا ُُلَا نِبَ ْيِ َو َعَملٍ   ُعْقُد َعَل السَّ
  ِمَن ْاال خَ رِ
Artinya: “Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan 
pihak lain pemilik jasa”.
35
 
b. Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ialah: 
َنا ِمْن َمالِِو ِاَل  ِمْن يَتِ َجُر ِفْيِو  ِعَبارٌَة َأْن َيْدَفُخ َصا ِحُب اْلَماِل َقْدرَا ُمَعي َّ
 ِِبُْز عَ  َمْعُلْوِم ِمْن رِ بِْ وِ 
Artinya: “Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan 




c. Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa mudharabah adalah: 
 ُعْقُد يَ ْقَتَضى َأْن َيْد َفح َشْخٌص الَ لِيََتِجَر ِفْيوِ 
 Artinya: “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan 
hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan”.
37
 
d. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa mudharabah ialah akad antara 
dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah 




e. Menurut Imam Taqiyuddin  
 ُعْقُد َعَلى نَ ْقٍد لِيََتَصرُّ ُف ِفْيِو اْلَعاِمُل يَاالتََّجارَةِ 
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Mudharabah atau penanaman modal ini artinya adalah 
menyerahkan atau memberikan modal uang kepada orang yang 
berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk 
usaha ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang memiliki modal 
namun tidak bisa berbisnis, dan pihak kedua yang pandai berbisnis 




Setelah diketahui bahwa beberapa pengertian diatas yang 
menjelaskan bahwa para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa 
mudharabah atau qiradh ialah akad antar pemilik modal (harta) 
dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan 
diperoleh dari dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. 
2. Dasar Hukum Bagi Hasil 
 Bahwa Islam itu membolehkan kepada umatnya untuk 
memberikan kemudahan kepada umat manusia lainnya. Sebagian 
manusia atau orang memiliki sebagian harta, akan tetapi dia orang 
yang  lemah akan kemampuannya untuk menjadikannya harta 
kembali. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam untuk 
bermuamalah, agar ke dua belah pihak tersebut bisa masing-masing 
mengambil manfaatnya. 
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 Melakukan mudharabah hukumnya mubah (boleh). Adapun 
dasar hukum mudharabah yang disyari‟atkan  mudharabah dalam 
Islam adalah sebagai berikut : 
a. al-Qur‟an 
Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi : 
َلٰى  ۖ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد  ُأِحلَّْت َلُكْم ََبِيَمُة اْْلَنْ َعاِم ِإالَّ َما يُ ت ْ
ْيِد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم  لِّي الصَّ َر ُمُِ ََيُْكُم َما يُرِيدُ  َهللاِإنَّ ا ۖ  َعَلْيُكْم َغي ْ  
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!  Penuhilah janji-janji. 
Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan 
kepadamu.  dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 
sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah 




al-Qur‟an surat Al-Baqarah potongan dari ayat 282-283 yang 
berbunyi: 
ى فَاْكتُُبوهُ   .... يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَ ْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلٰ َأَجٍل ُمَسمِّ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 




ۖ   فَِإْن أَِمَن بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا فَ ْليُ َؤدِّ الَِّذي اْؤْتَُِن أََمانَ َتُو َولَْيتَِّق اَهللا رَبَّوُ      
Artinya: “Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang lain, 
maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.
43 
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al-Qur‟an surat Al-Muzammil potongan ayat 20 yang berbunyi: 
 ....َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِف اْْلَْرضِ  يَ ْبتَ ُغوَن ِمْن َفْضِل اهللاِ  ....




al-Qur‟an surat Al-Jumu‟ah ayat 10 yang berbunyi: 
 
ََلُة فَانْ َتِشُروا ِف اْْلَْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن َفْضِل اِهللا َواذُْكُروا  فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّ
 اَهللا  َكِثريًا َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 
Artinya: “Apabila shallat  telah dilaksanakan, maka bertebaranlah 
kamu dibumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-




al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi: 
 لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ْبتَ ُغوا َفْضًَل ِمْن رَبُِّكْم 
Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki 
hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.
46
 
al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi: 
َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِِتَارًَة  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
َكاَن ِبُكْم َرِحيمً   َهللاِإنَّ ا ۖ  َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم  ۖ  َعْن تَ رَاٍض ِمْنُكْم   
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 
benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka 
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sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 





Hadis yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadis yang 
diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad 
Saw. Bersabda: 
ثَ َنا َنْصرُاْبُن  ثَ َنا َبَشْر اْبُن ثَاِبْت اْلبَ زَّاُر َحدَّ َحدَّ ثَ َنا َحَسْن اْبُن َعِلي اّْلََلْل َحدَّ
اْلَقِسِم َعْن َعْبَدالرَّْْحَِن ْبُن َداُوَد َعْن َصاِلْح ْبُن ُصَعْيُب َرِضيَ  اُهللا َعْنُو َعْن أَ 
بِْيِو قَاَل َرُسْوُل اِهللا َصلَّي اُهللا َعَلْيِو َوَسلَّْم َثَلَ ُث ِفْيِهنَّ اْلبَ رَاَكُة اْلبَ ْيُع ِاََل 
ِعرْيِ لِْلبَ ْيِت الَلِْلبَ ْيعِ    َأَجٍل َواْلُمَقاَرَضُة َوَخلَ ُط اْلبُ رَّ بِاْلشَّ
Artinya: “Hasan Bin Ali-Khalal menceritakan kepada kami, Basar 
bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-
Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, 
dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw, bersabda, “Tiga 
hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, 
muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas 






Mudharabah disyari‟atkan berdasarkan ijma‟ (kesepakatan) para 
sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan 
kebolehannya. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan 
bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah 
dalam hal kemungkaran. Diantara Ijma‟ dalam Mudharabah, 
adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat 
menggunakan harta anak yatim untuk Mudharabah. Perbuatan 
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tersebut ditentang oleh sahabat lainya.
49
 Muamalah dalam bentuk 
mudharabah disepakati oleh ulama tentang kebolehannya. Dasar 
kebolehan hukumnya itu adalah pengalaman Nabi yang 
memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum 
beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian setelah beliau menjadi 
Nabi. 
d. Qiyas  
 Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh 
seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada 
yang miskin dan ada pula yang kaya. Pada satu sisi, banyak orang 
kaya yang mengusahakan hartanya, di sisi lain juga tidak sedikit 
orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki modal. Maka 
dengan adanya mudharabah  ditujukan antara lain untuk 
kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan 
mereka.
50
 Dengan adanya kerja sama kedua belah pihak tersebut, 




3. Rukun Dan Syarat Bagi Hasil 
Rukun dan syarat Mudharabah merupakan hal yang sangat 
penting, karena Mudharabah yang tidak memenuhi rukun dan 
syaratnya, maka akad kerja samanya  tersebut akan dinilai tidak sah 
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atau batal hukumnya. Oleh karena itu, Islam telah mengatur tentang 
rukun dan syarat mudharabah sehingga kerja sama itu dapat dibilang 
sah oleh syara‟. 
a. Rukun Bagi Hasil yaitu: 
Rukun adalah kata mufrad dari kata jama‟ “arkan” artinya 
asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah 
(apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) 




Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami 
bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah unsur penting yang 
menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan lainnya, yang 
dalam hal ini adalah pekerjaan kerja sama akad mudharabah. 
Adapun rukun kerja sama mudharabah menurut ulama 
Syafi‟iyah ada enam, yaitu: 
1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya 
2) Orang yang bekerja, yaitu yang mengelola barang yang 
diterima dari pemilik barang 
3) Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola 
barang. 
4) Maal, yaitu harta pokok atau modal 
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5) Amal, yaitu pekerjaan si pengelola harta sehingga dengan 
pengelola dan 
6) Keuntungan53 
Menurut Malikiyah, bahwa hukum mudharabah itu adalah 




4) Pihak yang mengadakan perjanjian 
5) Sighat (ijab dan qabul) 
Menurut Jumhur Ulama, rukun mudharabah ada lima yaitu: 




5) Sighat, yaitu ijab dan qabul.54 
Menurut Zuhayli, akad mudharabah memiliki beberapa rukun 
yang telah ditentukan guna mencapai kesahannya, yaitu: 
1) Pemilik dana (Shahibul Mal) 
2) Pengelola (mudharib) 
3) Ucapan serah terima (sighat ijab wa qabul) 
4) Modal (ra‟sul mal) 
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Menurut Amir Syarifudin pada kerja sama mudharabah terdapat 




1) Pemilik modal (robbul mal) dan pengusaha atau yang disebut juga 
yang menjalankan modal (mudharib) sebagai pihak yang 
melakukan kerja sama. Keduanya harus memenuhi persyaratan 
untuk melangsungkan perjanjian, yaitu dewasa, sehat akal dan 
bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa ada paksaan, 
sedangkan pengusaha atau yang menjalankan modal harus cakap 
dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya. 
2) Objek kerja sama atau modal. dan syaratnya harus dalam bentuk 
uang, jelas jumlahnya, miliknya sempurna dari pemilik modal dan 
dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad. 
3)  Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang 
disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan 
dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah 
bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal dalam 
sesuatu yang pasti. 
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Menurut Abdullah Al-Mushlih, seperti bentuk usaha lain, 
bisnis bagi hasil ini juga memiliki tiga rukun, yaitu dua atau lebih 
pelaku, objek akad dan pelafalan akad. 
1) Dua pihak yang melakukan akad 
Kedua pihak disini adalah investor dan pengelola modal. 
Keduanya disyaratkan memiliki kompensasi beraktivitas. Yakni 
orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit utang, anak kecil, 
orang gila, orang idiot, semuannya tidak boleh melakukan  
transaksi ini. 
2) Objek akad 
Objek akad dalam kerja sama bagi hasil ini tidak lain 
adalah modal, jenis usaha dan keuntungan. 
a) Modal  
Modal disyaratkan harus alat tukar seperti emas, perak atau 
uang secara umum. Penanaman modal ini tidak boleh 
dilakukan dengan menggunakan barang kecuali, bila sudah 
disepakati untuk menetapkan nilai harganya dengan uang. 
Sehingga nilainya itulah yang menjadi modal yang digunakan 
untuk memulai usaha. Atas dasar itulah hitung-hitungannya 
dianggap selesai untuk masa kemudian. 
b) Jenis usaha 
Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman 
modal) adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait 
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lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerja sama dalam 
penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan 
ulama, seperti jual beli bangkai, darah, daging babi, minuman 
kerang dan jual beli riba atau yang sejenisnya. 
c) Keuntungan  
Keuntungan dalam sistem penanaman modal (bagi hasil) 
ini hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan m 
persentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal 
yang sifatnya merata seperti, setengah, sepertiga atau 
seperempat dan sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah 
keuntungan bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk 
pihak yang lain, maka itu lah usaha investasi yang tidak sah. 
Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu hanyalah bagian, 
sehingga kerja sama itu harus diberhentikan dalam 
keuntungannya. Lebih rusak lagi dari ini adalah apabila 
pemilik memberikan syarat persentase tertentu dari modalnya 
yang tidak terkait dengan usaha penanaman modal karena itu 
berarti memusyawarahkan antara usaha melalui sistem 
penanaman modal ini dengan usaha berbasis riba. Ada 
sejumlah kode etik dalam sistem pembagian keuntungan dalam 
usaha kerja sama bagi hasil yaitu: 
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1) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun 
kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan 
syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola.  
2) Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada 
keuntungan disatu sisi dan kerugian atau kerusakan di sisi 
lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi 
terlebih dahulu oleh keuntungan yang ada, kemudian yang 
tersisa dibagi-bagikan berdua sesuai dengan kesepakatan. 
3) Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum 
masa pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola 
modal mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali 
setelah masa pembagian karena bisa saja terjadi kerugian 
setelah itu, sehingga bukan hanya dengan pembagian saja, 
tetapi agar  hak masing-masing dari kedua belah pihak 
terjaga.  
d) Pelafadan akad 
Pelafadan akad dalam transaksi muamalah biasanya 
disebut sengan ijab qabul atau sighat akad. Pelafadan  akad ini 
dapat dilakukan dengan lisan atau atau tertulis harus dilakukan 
atas kesepakatan bersama tentang untung ruginya dan hal-hal 
yang akan terjadi dikemudian hari dan harus dengan bahasa 
yang jelas dapat dimengerti kedua belah pihak.
57
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Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun 
bagi hasil terbagi menjadi tiga yaitu: 
1) Shohibul Maal 
2) Mudharib (pelaku usaha) 
3) Akad58 
Sedangkan menurut jumhur ulama rukun dalam bagi hasil itu 
ada tiga sebagai berikut: 
Dua orang yang melakukan akad (al-aqidani) 
1) Modal (manqud „alaih) 
2) Ijab dan qabul (sighat) 
Sedangkan menurut ulama Syafi‟iyah lebih merinci lagi 
menjadi enam rukun antara lain: 
1) Pemilik Modal (shohibul maal) 
2) Pelaksana usaha (mudharib atau pengusaha) 
3) Akad dari kedua belah pihak (ijab dan qabul) 
4) Objek bagi hasil (pokok atau modal) 
5) Usaha (pekerjaan pengelolaan modal) 
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b. Syarat-syarat Bagi Hasil yaitu: 
Syarat-syarat mudharabah menurut Sayyid Sabiq adalah 
berhubungan dengan rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat 
sah mudharabah adalah sebagai berikut: 
1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. 
Apabila barang  itu berbentuk emas atau perak batang (tabar), 
maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, bagi hasil 
tersebut batal. 
2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu 
melakukan tasaruf, maka dibatalkan anak-anak yang masih 
kecil, orang gila atau orang-orang yang berada dibawah 
pengampunan. 
3)   Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan 
antara modal yang diperdagangkan dan laba keuntungan dari 
perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah 
pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 
4)    Keuntungan yang akan menjadi  pengelola dan pemilik modal 
harus jelas presentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, 
atau seperempat. 
5) Melafazkan ijab dari pemilik modal misalnya aku serahkan 
uang ini kedapamu untuk dagang jika ada keuntungan akan 
dibagi dua dan kabul dari pengelola. 
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6) Bagi hasil bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat 
pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, 
memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-
waktu tertentu, sementara dilain waktu tidak terkenan 
persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan 
akad bagi hasil, yaitu keuntungan. Bila di dalam bagi hasil 
ada persyaratan-persyaratan, maka bagi hasil tersebut 
menjadi rusak (fasid) menurut pendapat as-syafi‟i dan 
Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad ibn 
Hambal, bagi hasil tersebut sah.
60
 
Adapun menurut syarat-syaratnya Malikiyah 
mengemukakan sebagai berikut: 
a) Penyerahan modal pada pengelola harus segera, jika 
penyerahan ditunda, maka mudharabah fasid. 
b) Modal harus diketahui jumla hanya sewaktu akad 
dilaksanakan, oleh karenanya tidak ada mudharabah dengan 
modalnya tidak jelas jumlahnya. 
c) Modal yang dipertanggung jawabkan kepada pengelola 
d) Modalnya harus uang yang berlaku dalam suatu Negara, baik 
uang cetak maupun bukan 
e) Pembagian keuntungan harus ditegaskan salah satu pihak tidak 
boleh menentukan suatu yang jelas bagi keuntungannya 
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f) Hendaknya pengelola saja yang bekerja  
g) Pemilik modal tidak boleh mempersempit pengelola dalam 
melakukan pekerjaannya 
h) Tidak menunda waktu. 
Adapun syarat sah akad mudharabah sangat terkait dengan rukun 
mudharabah sebagaimana yang telah di sebutkan di atas: 
1) Berkenaan dengan syarat akad (aqidain) 
Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik 
modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan dan menjadi 
wakil. Khususnya bagi pengusaha (mudharib) harus orang-orang 
yang benar-benar  mampu (ahli) serta jujur, bahwa dalam arti 
bahwa ia bisa dipercaya untuk menjalankan modal sekaligus 
menjaga modal yang dipercayakan kepadanya.
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2) Berkenaan dengan syarat modal (mauqud alaih) bahwa : 
a) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dolar, atau rupiah 
b) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran 
c) Modal harus ada, bukan berupa utang, artinya modal yang 
diberikan itu benar-benar milik sendiri 
d) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini 
dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni 
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menggunakan harta tersebut sebagai amanah. Berkenaan  
dengan sighat (ijab dan Qabul).
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3) Berkenaan dengan laba, yaitu63: 
a) Laba harus memiliki ukuran. 
Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan 
(laba). Dengan demikian jika laba tidak jelas maka mudharabah 
dianggap batal. 
b) Laba harus berupa bagian yang umum (masyur). 
Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang 
berlaku secara umum, seperti setengah keuntungan yang 
diberikan kepada pemilik modal sedangkan setengahnya lagi 
diberikan kepada pengusaha. 
Berdasarkan beberapa pendapat tentang rukun dan syarat dalam 
akad mudharabah yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa rukun dan syarat dalam  akad  mudharabah yaitu: pelaku 
(pemilik modal dan pengusaha), objek mudharabah (modal dan kerja), 
persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul), dan nisbah keuntungan. 
Namun dalam kerjasama bagi hasil terdapat tiga unsur yang unsur 
tersebut harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu akad bagi hasil: 
1) Pemilik modal yang disebut juga rabbul maal dan pengusaha atau 
disebut juga yang menjalankan mudharabah atau mudarib sebagai 
pihak yang melakukan kerjasama. 
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2) Yang merupakan objek kerja sama yaitu modal. 




4. Prinsip Mudharabah 
Secara umum dapat dikemukakan bahwa mudharabah 
sebenarnya merupakan sub sistem dari musaqah. Namun, para ahli 
fiqih Islam meletakkan mudharabah dalam posisi tersendiri dan 
memberikan dasar hukum yang khusus, baik dari segi teks Al-Qur‟an 
maupun dari sunnah. Prinsip mudharabah adalah prinsip bagi hasil, 
yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan 
pengusaha. 
Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai 
sepenuhnya suatu proyek tersebut atau usaha, dan pengusaha setuju 
untuk pengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai 
dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usaha 
dan melakukan  pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami 
kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik 
modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau 
penyalah gunaan pengusaha. Apabila terjadi kerugian yang merupakan 
konsekuensi bisnis semata  (bukan karena penyelewengan) maka 
kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-sama antara 
pemodal atau pengusaha sesuai dengan perjanjian. Dengan prinsip 
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tersebut semakin jelas terlihat bahwa sistem ekonomi Islam tampak 
jenis memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.
65
 
Prinsip-prinsip mudharabah ini tidak terlepas dari prinsip-
prinsip muamalah Islam. Oleh karenanya mudharabah ini harus tetap 
mengacu pada aturan syari‟at Islam dan aturan Fiqih Muamalah 
menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam 
mudharabah ini sangat ditentukan kesesuaiannyan dengan prinsip-
prinsip   muamalah Islam. 
Adapun prinsip-prinsip mudharabah dalam Islam adalah sebagai 
berikut: 
a. Prinsip kebolehan melakukan akad mudharabah 
Artinya bahwa akad mudharabah itu dibenarkan oleh al-
Qur‟an dan sunnah Rasul. Dalam mudharabah harus tetap pegang 
teguh  pada ketentuan syari‟at Islam sebagaimana telas dijelaskan 
pada landasan hukum mudharabah al-Qur‟an dan sunnah). 
Mudharabah dibolehkan karena memiliki manfaat bagi orang 
banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan 
tanggungan terhadap modal yang rusak (palit) selama ia tidak 
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b. Prinsip sukarela tanpa paksaan 
Akad mudharabah mencerminkan kerelaan untuk bekerja 
sama, maka tidak boleh salah satu pihak yang melakukan akad ini 
dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad mudharabah bertujuan 
untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata 
mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk 
mengeksplotir. Untuk itulah dalam bentuk kerja sama ini dituntut 




c. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan 
Sebagai mahkluk sosial, kebutuhan akad kerja sama antara 
satu  pihak dengan pihak lain guna meningkatkan tarif hidup 
khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa 
diabaikan. Kenyataan menunjukan bahwa kehidupan manusia 
mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan 
berkeinginan membantu orang lain dengan jalan mengalihkan 
modal yang dia miliki kepada pihak yang membutuhkan dan 
mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan kenyataaan ini, 
maka diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal dan 
orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. 
Pada bentuk kerja sama mudharabah, pemilik modal dan 
pengelola modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal 
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mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikannya. 
Sementara itu, disisi lain bagi orang yang memerlukan modal ia 
akan sangat terbantu dengan adanya kerja sama tersebut. 
Pengusaha berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindari dari 
pengangguran, terciptalah kemaslahatan dan terhindar dari 
kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.
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d. Prinsip keadilan 
Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan tampak jelas 
dalam kerja sama mudharabah. Hal ini dilihat melalui 
kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam 
usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apa bila kerugian 
itu merupakan akibat (konsekuensi) dari bisnis bukan karena 
rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian skill, dan waktu, 
sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama 
sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah 
pihak. 
Berdasarkan uraian diatas mengenai prinsip-prinsip 
mudharabah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kerja 
sama antara pemilik modal dan pengelola dalam bentuk akad 
mudharabah ini sangat terasa ketika dapat membantu 
perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak 
memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha guna memenuhi 
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kebutuhan hidup, dan yang terpenting dapat mencegah kesenjangan 
sosial anatara orang kaya dan miskin. 
5. Macam-Macam Bagi Hasil 
Ulama Hanafiah membentuk akad menjadi dua bentuk,
69
 
yaituMudharabah shahihah (mudharabah yang sah) dan mudharabah 
fasidah (mudharabah yang rusak). Jika mudharabah itu jatuh kepada 
fasid, pekerja hanya berhak menerima upahnya saja sesuai dengan 
kerjaannya dengan  pengupahan yang sudah berlaku dikalangan 
daerah tersebut. Sedangkan seluruh keuntungan menjadi milik pemilik 
modalnya. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam mudharabah 
fasidah, status pekerjaan tetap seperti dalam mudharabah shahihah 
dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.
70
 
Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh 
pemilik modal dengan pekerjaan, para ulama fiqh membagi akad 
kepada dua bentuk,
71
 yaitu bentuk mudharabah mutlaqah (penyerahan 
modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatas) dan mudharabah 
muqayyadah, pekerja bisa mengelola modal itu dengan usaha apa saja 
yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, dalam 
mudharabah, muqayyadah, pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan 
batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal.
72
 
                                                             
69
 Ibnu Qadamah, al-Mughni, jilid V, (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh al-Haditsah,tt), h.30.  
70
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Ibid., h.167.  
71
 Ibnu Qadamah, al-Mughni, jilid V..., h.32.  
72
 Nasroen Haroen, fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.178.  
51 
 
Sejalan dengan pendapat para ulama fiqh, tokoh-tokoh dalam 
bidang fiqh muamalah pun membagi akad mudharabah kepada dua 
bentuk, yaitu : 
a. Mudharabah Muthlaqah 
Akad mudharabah Muthlaqah yaitu, pemberi modal 
menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk dipakai usaha 
apapun, Tidak dibatasi jenis dan tempatnya, sehingga dalam akad 




Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, dalam 
mudharabah muthlaqah, mudharib bebas mengelola modal yang 
diberikan shahibul maal untuk tujuan usaha apa saja yang 
menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan.
74
 
Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana saja usaha 
tersebut dilakukan. Kebebasan mudharib dalam hal mudharabah 
muthlaqah bukan kebebasan yang tidak terbatas sama sekali. 
Modal yang ditanamkan oleh shahibul maal tidak boleh 
digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang 
oleh Islam, seperti memproduksi atau perdagangan minuman 
keras (sekalipun diperbolehkan atau diizinkan resmi dari 
pemerintah), peternakan babi, dan lain sabagainya.   
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Didalam  mudharabah muthlaqah, mudharib juga memiliki 
mandat yang terbuka dan berwenang untuk melakukan apa saja 
yang diperlukan untuk keberhasilan tujuan mudharabah itu dalam 
rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun ternyata 
mudharib melakukan kelainan atau kecurangan, maka mudharib 
harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang 
ditimbulkannya.
75
 Dengan demikian maka hal tersebut jelaslah 
bahwa mudharabah muthlaqah adalah akad antara pihak pemilik 
modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk 
mendapatkan keuntungan, dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan 
nisbah yang telah di tetapkan atau disepakati di awal akad 
perjanjian. 
2) Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan 
usaha, tetapi  pemilik modal diperbolehkan membuat usulan 
atau melakukan pengawasan di dalam usahanya tersebut. 
Mudharib mempunyai kekuasaan penuh untuk memngelola 
modal dan tidak ada batasannya. Baik itu mengenai tempat, 
tujuan ataupun jenis usahanya. 
b. Mudharabah Muqayyadah (terikat) 
Mudharabah muqayyadah adalah pemilik modal yang 
memberikan modalnya kepada seseorang untuk dipakai dalam 
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usaha yang telah di tentukan. Dalam jumlah dana dan nisbah bagi 
hasil yang keseluruhannya berdasarkan kontrak yang telah di 
sepakati antara kedua belah pihak.
76
  
Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam
77
, 
dalam mudharabah muqayyadah, mudharib tidaklah bebas 
menggunakan modal tersebut menurut hendaknya, tetapi harus 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh shahibul maal. 
Syarat-syarat itu misalnya harus berdagang dengan barang-barang 
tertentu saja, di laksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli 
barang di daerah tertentu. 
Apabila mudharib bertindak bertentangan dengan 
pengawas tersebut, maka mudharib harus bertanggung jawab 
sendiri atas konsekuensi yang ditimbulkan. Pada mudharabah ini 
harus dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada  
jangka waktu tiba. 
Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 
mudharabah muqayyadah ini merupakan simpanan khusus 
(ristriced), pemilik dana (shahibul maal) dapat menetapkan 
syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai 
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6. Hikmah Bagi Hasil (Mudharabah) 
Islam mensyari‟atkan dan membolehkan bagi hasil demi 
memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian yang 
lain tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengem 
bangkannya. 
Karena syari‟at membolehkan muamalah ini agar masing-
masing dari keduanya mendapatkan manfaat. Pemilik modal 
memanfaatkan keahlian mudharib (pengelola) dan mudharib 
memanfaatkan harta, dengan demikian terwujudlah kerja sama harta 
dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk 
mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. 
Jadi hikmah disyari‟atkan mudharabah adalah agar manusia 
dapat melakukan kerja sama dengan masalah perdagangan, karena hal 
ini termasuk juga saling tolong-menolong. Sebagaimana al-Qur‟an 
allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi : 
ْثِْ َواْلُعْدَوانِ   ۖ   َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اْلِ ْقَوٰى   َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ َوالت َّ
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 
dosa dan pelanggaran”. 
Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa ajaran 
Agama Islam selalu menganjurkan untuk berbuat kebajikan dimuka 
bumi, yang tujuannya tidak lain untuk kemaslahatan umat manusia di 
dunia dan akhirat. 
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Mudharabah mengandung hikmah yang beasar dalam 
masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki 
sifat tolong-menolong dan jiwa gotong royong sesama anggota 
masyarakat. Selain itu, hikmah disyari‟atkannya mudharabah yang 
dikehendaki syar‟i yang maha bijaksana adalah  untuk menghilangkan 
kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia. 
Hikmah lain diperbolehkannya kerja sama dengan menggunakan 
sistem bagi hasil atau mudharabah ini adalah terciptanya rasa 
persaudaraan (Ukhuwah) dan rasa tolong-menolong (ta‟awun) yang 
erat diantara kaum muslimin yang memiliki suatu keahlian dalam 
bidang tertentu, sehingga kecemburuan sosial antara umat Islam 
dalam suatu masyarakat dapat dihindarkan.   
7. Hak Dan Kewajiban Shahibul Mal Dan Mudharib 
a. Hak dan kewajiban pemiliki modal 
1) Pemilik modal berhak menyediakan dan menyerahkan modal 
100%. 
2) Pemilik modal memiliki hak penuh atas modal yang 
diberikan kepada pekerja. 
3) Pemilik modal berhak melakukan pengawasan terhadap 
jalanya kegiatan usaha. Meskipun pekerja tetap mempunyai 




4) Pemilik modal mempunyai hak untuk memberikan 
bimbingan, petunjuk serta saran selama kerugian tersebut 
terjadi bukan karena kelalaian pekerja. 
5) Pemilik modal berkewajiban menanggung biaya operasional 
seluruh kegiatan usaha yang dijadikan suatu kerjasama. 
6) Jika kegiatan usaha yang dilakukan pengelola mengalami 




b.  Hak dan kewajiban pekerja 
Pengelola (mudharib) memiliki beberapa hak dalam akad 
mudharabah, yakni nafkah (living cost atau biaya hidup) dan 
keuntungan yang disepakati dalam akad. Ulama berbeda 
pendapat tentang hak mudharib atas aset mudharabah untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya, baik ketika di rumah maupun 
dalam perjalanan. 
 Menurut Imam Syafi‟i, mudharib tidak berhak 
mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset 
mudharabah, baik di rumah maupun dalam perjalanan. Karena 
mudharib, kelak akan mendapatkan keuntungan, dan ia tidak 
berharap mendapatkan manfaat lain dari akad mudharabah. 
Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian 
keuntungan, dan mudharib akan mendapatkan lebih. Jika nafkah 
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ini disyaratkan dalam kontrak maka akad mudharabah 
hukumnya fasid. 
Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, mudharib hanya 
berhak mendapatkan  nafkah dari aset mudharabah ketika ia 
melakukan perjalanan, baik biaya transportasi, makan maupun 
pakaian. Madzahab Hanabilah memberikan keleluasaan, 
mudharib berhak mendapatkan nafkah pribadi, baik di rumah 
maupun dalam perjalanan, dan boleh menjadikan syarat dan 
akad. 
Menurut Hanafi‟yah, mudharib berhak mendapatkan 
nafkah dari aset mudharabah untuk memenuhi kegiatan bisnis 
yang meluputi: makan, minum, pakaian, begitu juga dengan 
biaya dokter. Semuanya ini diperlukan demi kelancaran bisnis 
yang dijalankan. Kadar nafkah ini harus disesuaikan dengan 
yang berlaku di khalayak umum. 
Biaya yang dikeluarkan oleh mudharib (dalam 
menjalankan bisnis) akan dikurangi dari keuntungan, namun jika 
tidak ada keuntungan , akan dikurangkan dari aset shahibul mall 
dan dihitung dari kerugian. Jika mudharib melakukan perjalanan 
bisnis dan menetap selama 15 hari maka biaya perjalanan bisnis 
ini diambil dari aset mudharabah. Ketika ia kembali, jika 
terdapat biaya sisa perjalanan, harus dikembalikan dan dihitung 
kembali sebagai aset mudharabah. Jika mudharabah 
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menggunakan biaya pribadi maka akan menjadi utang dan akan 
dikurangkan dari aset mudharabah. 
Selain itu, mudharib juga berhak mendapatkan 
keuntungan, namun jika bisnis yang dijalankan tidak 
mendapatkan keuntungan, mudharib tidak berhak mendapatkan 
apapun. Menyangkut keuntungan, mudharib tidak berhak 
mendapakan apapun. Keuntungna akan dibagikan setelah 
mudharib menyerahkan aset yang diserahkan shahibul mal 
(ra‟sul‟mal) secara utuh, jika masih terdapat kelebihan sebagai  
keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan . 
Menurut Hanafi‟yah, Malikiyah dan Syafi‟iyah, mudharib 
berhak mendapatkan bagian atas hasil bisnis, tanpa harus 
dihitung dari keuntungan (revenue sharing). Akan tetapi 
mayoritas, ulama sepakat, mudharib harus mengembalikan 
pokok harta shahibul mal, dan ia tidak berhak mendapatkan 
bagian sebelumnya untuk menyerahkan modal shahibul mal. 
Jika masih terdapat keuntungan, akan dibagi sesuai dengan 
kesepakatan (provit sharing).
80 
8. Berakhirnya Akad  Bagi Hasil 
Menurut Wahbah Zuhayli, pada prinsipnya kontrak kerja sama 
dalam permodalan  (mudharabah) akan berhenti jika salah satu 
pihak menghentikan kontrak, atau meninggal atau modal yang 
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ditanamkan mengalami kerugian ditangan pengelola modal 
(mudharib). Akad kerja sama dalam permodalan (shaibul maal) 
murtad,  begitu juga dengan modal (mudharib). Selain itu, Wahbah 
Zuhayli mengatakan, mudharabah akan dikatakan fasid jika 
terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Akad mudharabah 
ini fasid, mudharib tidak berhak mendapat keuntungan dari 
pemburuan, keuntungan ini semua milik shahibul maal, mudharib 
hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. 
Dengan alasan keuntungan yang didapat bersumber dari aset 
yang dimiliki shahibul maal, ia harus menanggung beban kerugian 
yang ada. Dalam akad ini berhak mendapatkan upah, baik betika 
mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian.
81
 
Hendi Suhendi menjelaskan bahwa, perjanjian bagi hasil 
menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut: 
a. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu 
syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah 
dipegang olah pengelola dan sudah diperdagangkan maka 
pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, 
karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan 
tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka 
keuntungan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal 
karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak 
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menerima upah dan tidak tertanggung jawab sesuatu apapun 
kecuali atas kelalaiannya.  
b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai 
pengelola modal atau pengelola modal tersebut melakukan 
sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan 
ini pengelola modal bertanggang jawab jika terjadi kerugian. 
c. Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia, atau 




Selain itu dalam buku Racmat Syafe‟i, mudharabah dianggap 
berakhir pada hal berikut: 
a. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan. 
Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan 
mudharabah, larangan mengusahakan, dan pemecatan. Semua 
ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan yakni orang 
yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan 
tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan dan 
pemecatan tersebut. Akan tetapi jika pengusaha tidak 
mengetahui bahwa mudharabah telah dibatalkan. Pengusaha 
(mudharib) diperolehkan untuk tetap mengusahakannya. 
b. Salah seorang akid meninggal dunia. Jumhur ulama‟ 
berpendapat bahwa mudharabah batal, jika salah seorang akid 
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meninggal dunia, baik pemilik maupun pengusaha. Hal ini 
karena mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang 
akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. 
Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik 
diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak. 
c. Salah seorang akid gila. Jumur ulama berpendapat bahwa gila 
membatalkan mudharabah, sebab gila atau sejenisnya 
membatalkan keahlian dalam mudharabah. 
d. Pemilik modal murtad. Apabila pemilik modal murtad (keluar 
dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau 
bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim 
atas pembelinya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu 
membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan musuh 
sama saja dengan mati, hal itu menghilangkan keahlian dalam 
kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad 
dibagikan diantara para ahli warisnya. 
e. Modal rusak di tangan pengusaha. Jika harta itu rusak sebelum 
dibelanjakan, mudharabah menjadi batal, hal ini karena modal 
harus dipegang oleh pengusaha. 
Demikian juga mudharabah dianggap rusak jika modal 




Mudharabah berakhir atau batal apa bila perkara-perkara 
sebagai berikut: 
a. Pembatalan akad, ketika salah  seorang dari kedua belah pihak 
membatalkan akad, mudharabah menjadi berakhir, karena 
mudharabah bersifat tidak mengikat. 
b. Gila atau pingsan, Ketika salah seorang dari kedua pihak yang 
mengadakan akad berubah menjadi gila atau pingsan, 
mudharabah menjadi berakhir. 
c. Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia, 




C. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka adalah suatu cara untuk mendapatkan gambaran 
tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan topik yang sejenis atau 
suatu penelitian yang pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Beberapa 
karya ilmiah yang berkaitan dengan tema mudharabah atau bagi hasil 
sebagai bahan perbandingan. Setelah melakukan telah terhadap beberapa 
penelitian ada beberapa sumber yang memiliki keterkaitan penelitian yang 
dilakukan. 
Penelitian yang berhasil ditemukan adalah penelitian Ardiansyah 
Aristama (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem 
Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online Studi Pada 
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Gojek Selter Kemiling Bandar Lampung”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis 
online pada gojek selter kemiling Bandar Lampung. Sedangkan metode 
yang digunakan deskriftif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Teknik 
pengumpulan data melalui observasi dokumentasi dan interview. Hasil 
penelitian ini bahwa sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver 
berbasis online telah memenuhi rukun dan syarat kerja sama, dimana 
pembagian  keuntungan telah dibagi secara proposional antara kedua belah 
pihak, namun dalam hal kerugian seharusnya kedua belah pihak 
menanggung bersama jika menanggung kerugian. 
Ferinda Tiaranisa, dengan judul sekripsi ”Tinjauan Hukum 
Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil 
Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian  Mobil Kusuma Utama 
Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”. 
Dalam sekripsinya menjelaskan bahwa  penerapan bagi hasil antara pihak 
pemilik cucian mobil dengan pengelola dibagi bersama yang sesuai 
dengan konsep mudharabah muqayyadah yaitu keuntungan yang didapat 
dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama namun seringkali para 
penggelut usaha tidak melaksanakan sistem bagi hasil berdasarkan 
konsep mudharabah muqayyadah seperti penulis paparkan diatas dimana 
pada konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan, 
sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari pengelola maka 
ditanggung oleh pemilik modal. 
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Nurul Ikhsan Nasution, dengan judul sekripsi “Pelaksanaan 
Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah 
di PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan KC. Brigjen Katamso 
Medan”. Dalam sekripsinya menjelaskan bahwa latar belakang jika 
dilihat dari penerapan akad mudharabah nasbah tersebut berpendapat 
bahwa akad yang digunakan oleh bank syariah masih belumbenar 
sepenuhnya syariah. Jika dilihat berdasarkan definisi dari akad 
mudharabah yang menyatakan adanya kesepakatan yang sama-sama 
disetujui dalam hal bagi hasil. Pihak bank hanya memberikan nisbah 
yang sudah di tentukan oleh bank itu sendiri. Dengan demikian nasbah 
hanya bisa menerima tanpa bisa diberi kesepakatan untuk 
bernegosiasimembuat kesepakatanyang bisa sama-sama disetujui dalam 
pembagian nisbah bagi hasil. 
Meskipun telah disebutkan  adanya penelitian yang pernah 
dilakukan dengan judul yang hampir mirip, akan tetapi dalam penelitian 
yang  peneliti lakukan saat ini melihat subjek, objek dan  tempat penelitian 
berbeda, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Pengupahan Dengan Sistem Bagi Hasil (Studi 
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